PUTUSAN
Nomor : 118/Pid.B/2015/PN.Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

danz paoa
pengadilan Neger Probolinggo yang mengadili perkara-perkara P

uhkan putusan
tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan P
|

sebagal perikut dalam perkara terdakwa

Terdakwa | )
Nama Lengkap H BUCHORI MUSLIM BIN MOKA
Tempat Lahir Probolinggo
Umur/Tgl Lahir 57 tahun / 18 Maret 1958
Jenis Kelamin Laki-laki
Kebangsaan . Indonesia
Alamat - JI Ikan Paus No 45, Kelurahan Mayangan. Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo
Agama Islam
Pekerjaan Wiraswasta ]
Terdakwa Il
¥ Nama Lengkap ' BAJONG BASORI BIN BUJIMAN
A \‘{\'\%,"\ Tempat Lahir Banyuwangi
5\ UmurTglLahr - 45 tahun / 29 September 1969
J ﬁ:/l Jenis Kelamin Laki-laki
g '*r,f/ Kebangsaan Indonesia
' Alamat JI. Cempaka No.42, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo

Agama . Islam .
Pekerjaan - Karyawan Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan,

Para Terdakwa didampingi Penasinat Hukum, M Zainal Arifin, SH MH. dan
Muhammad Tahir, SH., Advokat, peralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV No 205
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2015
sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo

tanggal 17 September 2015 dalam register nomor  32/SKK/PID/IX/2015/PN Prob,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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pengadilan Negeri tersebut,

getelah membaca

: or

penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nom
tapan

118/Pen Pid B/2015/PN Pbl tanggal 3 September 2015 tentang Penetap

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,

, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor - 118/Pen pid B/2015/PN Pbl tanggal 3
September 2015 tentang Penetapan Han Sidang Yang Pertama. .
3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya.
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan, ,
pada

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang

pakoknya mohon majelis hakim memutuskan

jon
1 Menyatakan Terdakwa | H. Buchori Muslim Bin Moka dan terdakwa Il Bajong

" pengaduan fitnah

Basori Bin Mujiman bersalah melakukan tindak pidana
) KUHP Jo

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1

i m,
pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umu .

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa | H. Buchori Muslim Bin Moka dengan

-
r

)
O

pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan terdakwa Il Bajong Basori Bin

elama 4 (empat) Bulan, dengan perintah agar

T

o110

Mujiman dengan pidana penjara s

terdakwa untuk ditahan;

N e ~
‘“*\{“—

w

Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor

agenda - 221 tanggal 30 Oktober 2014,
1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagr

nomor agenda : 181 tanggal 31 Oktober 2014;
1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi

korupsi di kota Probolinggo nomor. 019/aliansifX/2014 tanggal 28 oktober

2014,
1 (satu) lembar tanda terima Kemendagn

Terlampir dalam berkas perkara,
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000 -

(Dua Ribu Rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 2
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman
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vetus ketuz Dewan Pim
PPN

k Indonesia atau DPK L
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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iran
guchori dan beberapa nama lainya (sebagaimana terlampir dalam lampi
surat
parang bukll), setelah satu bendel surat pengaduan tersebut selesal dibuat

rat
jersebul ditandatangani oleh terdakwa | dan terdakwa Il dengan Nomor su

o19/Aliansi/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 di Kota Probolinggo.
kal

Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 terdakwa | dan terdakwa Il berang
nte

ke Jakarta dengan tujuan menyerahkan surat fersebut ke kantor Keme

rian Dalam Negeri RI .

I Sekretariat

rian

palam Neger! RI dan setelah sampai dikantor Kemente

terdakwa | dan terdakwa Il menyerahkan sural ersebut melalu
rima dan pada tanggal 03 Okt
enerima surat balasan

ober
kementerian Dalam Negeri dengan tanda te

2014 kantor Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo m |
enal sura
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Rl meng

| dan terdakwa Il
| laporan situas! dan

dari

dengan nomor
pengaduan yang dibuat oleh terdakwa eng

432/734/Puspen.3 tertanggal 03 November 2014 periha

kondisi penanganan kasus korupsi di kota Probolinggo,

eh terdakwa | dan terdakwa I

gahwa surat pengaduan yang dibuat ol —

o e g
kirimkan kepada Menteri dalam Neger! R| berisi Ji .
terlibat dalam tindak pidana korups!
gan dan perita yang tidak

ksi H.M Buchori tidak

D) - dan sudah

ﬁ\ H.M. Buchori o
: | perstatus tersangka adalah kebohon

pada kenyataanya hingga saal ini sa
tersangka dalam kasu
perbuatan para

#{ 7/ karena
pernah ditetapkan sebagai
olen pihak manapun

s tidak pidana
k [ dimana akibat

orupsi
rsangka saksi H.M Buchori meras
n malu karena nama baiknya te
| dan terdakwa Il sebagaimana dia

a tidak tenang, was-was secara

te mar
rce '
lahir batin da tur dan diancam

Perbuatan terdakwa
asal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,

P
‘ lam Pasal 317 KUHP jo
RS rsebut para terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa atas dakwaan te

mengajukan keberatan,
penuntut Umum dipersidangan telah
rangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

4k |
T h mengajukan saksi-
Menimbang, bahwa

saksi yang dibawah sumpah mene

berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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gakal Hasanudin, BH Ml

fraliwe Saksl siiiah dipiskaa sebmlniga el gyl e bt g0

yari CHterIkar e bestila acara (i ryidikar bt o

(ratwa sakol adalal kumaa b ko M Buchon SH M S geng e

sl apr A UGRRIT fir vl an (armm bk yarg Ol ks e e s

fratiwa pada tanguel b Nogesmber 2004 saks digangg) ks 1 i B

wH MG ke rumalings  Padae seat il ke WM Becdion G M & v
mencarakan adinya surmt dar Kememerian Dalam Wegen yang Sl wsn v
(napektoral Pemernintati Kota Probolinggeo penhial lagesn iliias) dan ke
pENENYANAN kasus korups) i Kota Probolinggeo yand (mans dilarn sl
oreabul menyebulkar adanys surel dar Alians Masysosrsl Jrastreral
Damakeas Kol Probolinggn yang ditard tangs terdaym | 060 trevons Il

yang menyeabitkan ke koo HM-BICHhon BH M G telah  berstatis
lrenngks dulam kasus korups) Dane Alokas) KHusas pendidivan 1ahn

2008,

fahwa saksi mermbenakan biaang bkl s 1 (sal) paridel sl U
{ lapuran situasi dan kondisi perangansm asus Indivasi korps 0 ks

E}f ,} Prrabolinggn  nomon O1G/ahansiAZ01A  tanggal 26 orIGHs! 2014 dan
; ' r‘ menyatakan pernah malihst sust lorsetin pads tanggs b Nopetnber 2014
ﬁ};/ Keslika borada di rumab karban H 8 fauchon SHM G

| fahwa korban MM Buchon, GH M G menyatakan dinnys dirugivan Gan
dicemarkan dengen kebetadaan sural yang dibust i tafdaka Yang
menyebul korben H M Buchor, BH M G telsh berstatus iersangra Pada
kanyataannya korban MM Buchion, a4 M 61 masih bersiatus selsgal saks
dan bukan tersangka dalarm kasus Dane Alokasi Krusus Pendidikan [ ahun
2009,

fahwa sebrgal kuases hukurm dar) korban H M Buchorn, SH M ) sampal saal
il saksl tidak pernah menerima atau melinat surat penetapsn H M Buchorn
GH M G sebagai tersangks dar pihak Kejaksaan Agung dalam kasus korups
Darna Alokas Khusus pendidikan Tabun 2000

Bahwa selaku kuasa pukum darn korban H M Buchorn, SH M 61 saksi islah

mermbuat laparan rasmi ke pihsk Kepolisian Hesorl Probolinggo  Kola
| ’ !

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi | 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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e |

tertanggal 21 Nopember 2014 perihal pencemaran nama baik yang dilakukan
para terdakwa terhadap korban H M Buchori, SH M Si,
Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan telah membuat surat
«epada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud, tetapi menolak jika
G ditunjukan sebagal upaya pencemaran nama baik melainkan ,

: . i
sebagal upaya dukungan terhadap pemberantasan {indak pidana korups! di

wilayah Kota Probolinggo,

2. Saksi H.M. Buchori, SH.M.Si

' an
Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan keterang

yang diberikan pada berita acara penyidikan adalah benar,

[ k 2
Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Walkota Probolinggo sebanya

I ampal
(dua) periode, yaitu tahun 2004 sampal dengan 2009 dan 2009 samp

dengan 2014,

i kebetulan .
Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh lou Walikota yang

rat dari Kementerian Dalam Neg

go perihal laporan

eri
merupakan 1stri saksi tentang adanya su

yang ditujukan ke Inspektorat Pemerintah Kota Proboling
3 ' i o yang
‘\ situasi dan kondisi penanganan Kkasus korupsi di Kota Probolinggo ¥ ‘
‘ Aliansi
mana dalam surat tersebut menyebutkan adanya surat darl

[ Aangani
Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditanda-tang

kwa Il yang menyebutkan jika saksi telah berstalus

na Alokasi Khusus Pendidikan Tahun

s terdakwa | dan terda

tersangka dalam kasus korupsi Da

2009,

j n
a surat tersebut saks terkejut dan merasa dicemarka -

Bahwa atas adany | )
sampai saat ini saksi tidak pernah ditetapkan sebagal tersang
arena

k wa dalam suratnya Tuduhan para

dalam kasus yang dituduhkan para terdak

i idi Dg

dan dalam kasus tersebut masih berstatus saksi,

atu kader yang perada dalam $
sural para terdakwa membawa kemungkinan adanya

atu partai dengan Menter
sebagai salah s

Dalam Negeri tentu saja

negatif dari Menteri Dalam Negeri kepada saksi sebagal
yang

penilaian

anggota partai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Alas keta

kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai

sur

gebagal U
wilayah Kota Prabolinggo,

Saksi wahono Arifin

yang diberikan pada berita acara penyi
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pemerintah Kota Probolinggo dan sebelumnya saksi sebag

Inspektorat Kota Probolinggo,
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=
~
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Kementerian Dalam Neger|

kasu

-'% # -~
\-m\’n_i_-m_\_\‘\‘

™
N\

Masyarakat
019/aliansi/X/2014 tanggal

dan kondisi penanganan kasus indik
piran data korupsi di Kota Probolinggo,

dengan lam
Bahwa dalam Surat
Probolinggo yangd ditanda
Muslim sebagai
terdakwa |l

Probolinggo telah

Walikota Probolinggo periode y
dalam perkara Dana Alokasi Khusus

sebagai tersangka

Pendidikan Tahun 2009,

Disclaimer

(a[V]
pahwa tarhadap surat darl para terdakwa saks| telah meminta kuasa

rangan saksi para terdakwa membenarkan telah memb

at tersebut ditunjukan sebagal upaya pencemaran n

paya dukungan terhadap pemberantasan tindak pida

gahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik

Probolinggo pernah menerima surat dari
Republik Indonesia nomor

tanggal 3 Nopember 2014 perinal lap
s korupsi di Kola Probolinggo berikut hasi

Pemerhati Demokrasi Kota
28 Oktober 2014, perihal lapora

Aliansi Masyarakatl Pemerhati Demo

fangani

Bajong Basorl
menuliskan bahwa H M. Buchori (mantan

kum

r hukum karena saksi telah

ual sural

mana dimaksud, tetap! menolak jika

ama baik melainkan

na korupst di

dan keterangan

dikan adalah benar,
ala Bagian Hukum pada

ai sekretars pada

retaris pada Inspektorat Kota

Kantor Sekretariat Jenderal

332/734/Puspen 3,

oran situasi dan kondisi penanganan

| faksimili Sural Aliansi
Probolinggo nomor
n situasi

asi korupsi di Kota Probolinggo

krasi Kota

oleh terdakwa | H Buchori

Ketua DPK LPPN RI Kota Probolinggo dan
sebagai Ketua LSM Gempa Kota

2004-2009) telah ditetapkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Bahwa sebagai sekretaris pada Inspekioral Kota Probolinggo Saks!
meneruskan surat dar Kementerian Dalam Negeri beserta sural dari pard
jerdakwa ke Walikota Probolinggo untuk mendapat arahan Selanjutnya
walikota memerintahkan unfuk mengklarifikasi surat tersebul kepada
Kementerian Dalam Neger,

Bahwa berdasarkan hasil klarifikas saat itu korban HM Buchori, SH M.Si

selaku wallkota periode 2009-2014 fidak pernah ditetapkan sebagal

\ersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Alas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang
pernama Prof Masruchin Ruba'i, SHMS yang dibawah sumpah memberikan
pendapal sebagai berikut

Bahwa saksi adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawiaya

dibidang hukum pidana,

ama
. Bahwa sehubungan dengan tindak pidana menyerang kehormatan atau n

I~ iF
Aar
i
-

baik diatur dalam KUHP dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321,

L)

ma baik
Bahwa pada dasarnya tindak pidana menyerang kehormatan atau na

LSRR LA
il

Ty
-

terbagi dua yaitu pencemaran nama baik dan pengaduan fitnah,
g diatur dalam Pasal

S
\;1:_“ K

Bahwa mengenai pencemaran nama paik seperti yan

R P
Ve

x‘\.'i-
,

d
310 KUHP dilakukan dengan lisan atau tulisan dengan maksu

\

hui
mencemarkan nama baik seseorang dan perbuatan tersebut agar diketa

umum atau orang banyak,
Bahwa mengenal pengaduan fitnah seperti yang diatur Pasal 317 KUHP,

dimana pelaku membuat suatu surat tertulis kepada penguasa/pembesar

negara yang mana IS surat fersebut tidak benar dan isinya mencemarkan

nama baik seseorang Tidak penting surat itu harus diketahui umum atau

i si hal yang tidak benar dan
orang banyak, tetapi cukup surat tersebut berisi yang

ditujukan kepada penguasa!pembesar negara,

Bahwa setiap findak pidana dibatasi dengan apa yang dinamakan wakiu

kejadian tindak pidana (fempus delicti), artinya cukup pada wakiu yang

disebutkan dalam dakwaan penuntut umum para terdakwa membuat surat
I

genal seseorang yang isinya tidak benar maka sudah memenuhi unsur
men
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e

akwa

rd
tindak pidana Andai kata kemudian isi surat yang dibuat para te

melawan
terbukti menjadi kebenaran hal tersebut tidak menghapus sifat

i n apa
hukum darn perbuatan terdakwa karena tindak pidana dibatasi denga P
yang dinamakan tempus delict

ara
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan P

\erdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

ntau
Bahwa terdakwa | adalah Ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pema

: ota
penyelenggara Negara Republik Indonesia atau disingkat DPK LPPNRI K

Probolinggo aktif sampai dengan 8 September 2016,

a
Bahwa terdakwa |l adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gemp

Kota Probolinggo,

at
Bahwa terdakwa | dan terdakwa |l secara bersama ada membuat sur

mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota

Probolinggo nomor - 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014,

perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi korupsi 4

a
=

B

\ di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota Probolinggo,
i

v

. Bahwa dalam surat tersebut benar terdakwa | dan terdakwa

vy

menyebutkan HM Buchori, SHM Si mantan Walikota Probolinggo tahun
2004 sampai dengan 2009 ferlibat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus

) %
\
N

Pendidikan Tahun 2009 dan telah berstatus sebagai tersangka,

Bahwa penyebutan HM Buchori, SH M Si sebagai tersangka dalam surat
tersebut semata-mata berdasarkan informasi dari beberapa tersangka lainnya

yang disebutkan dalam surat tersebut yang menyatakan H M. Buchori,

SH.M Si telah ditetapkan sebagai tersangka Terdakwa | tidak melakukan v
klarifikasi dan percaya saja dengan informasi yang diterimanya tersebut;

- Bahwa terdakwa Il sempat menanyakan kepada terdakwa | lentang
penyebutan tersangka kepada HM Buchori, SH M Si dalam surat tetapi
terdakwa | meyakinkan terdakwa |l bahwa stalus HM Buchori, SH M Si
sudah menjadi tersangka berdasarkan informasi tersangka lainnya yang
ditemui terdakwa | didalam Lembaga Pemasyarakatan,

- Bahwa terdakwa | dan Il membuat surat mengatasnamakan Aliansi

Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor
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019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal laporan situasi
dan kondisi penanganan kasus indikas korupsi di Kota Probolinggo
dirumah terdakwa ||

Bahwa konsep surat dari terdakwa | sedangkan terdakwa Il yang
mengelik surat Selanjutnya surat tersebut ditanda-tangani terdakwa |
dan terdakwa Il kemudian dijilid dengan lampiran pendukung,

Bahwa terdakwa | dan terdakwa || langsung membawa surat tersebut
ke Kementerian Dalam Negeri dan diterima kesekretariatan pada 29
Oktober 2014

Bahwa tujuan terdakwa | dan terdakwa |l membuat surat tersebut
sebagai benluk dukungan kepada pimpinan tertinggi di Negara ini
supaya penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kota
Probolinggo segera ditindak-lanjut),

Bahwa sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2000, lembaga swadaya

Fwp
=

A

masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan segala bentuk tindak

A .

pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat Surat

e

LA TN | WY

tersebut bukan sebagai bentuk pencemaran nama baik tetapi bentuk

)/ peran serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Dalam hal ini

N v

terdakwa | dan terdakwa Il seharusnya mendapatkan perlindungan
bukan diadukan sebagai pelaku tindak pidana,

. Bahwa berdasarkan informasi dari media Koran Radar Bromo tanggal 5
Oktober 2015 HM Buchon, SHMSi telah berstatus sebagai tersangka
dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntul umum telah mengajukan barang

bukti berupa
1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagrn nomar

agenda 221 tanggal 30 Oktober 2014,

. 1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri

nomor agenda 181 {anggal 31 Oktober 2014

- 1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi

korupsi di kota Probolinggo nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober

2014,

Disclaimer
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

T
————

pye

4 (satu) lembar tanda terima Kemendagn

pukl! mana telah disita secara sah Menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh
sakS"sakS' maupun terdakwa dipersidangan

Menimbang, - bahwa - berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat,

xeterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis

Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Bahwa terdakwa | adalah Ketua Dewan Pimpinan Kota Lembaga Pemantau
penyelenggara Negara Republik Indonesia atau disingkat DPK LPPNRI Kota
probolinggo  sedangkan terdakwa |l adalah Ketua Lembaga Swadaya
Masyarakat Gempa Kota Probolinggo,

Bahwa terdakwa | dan terdakwa Il secara bersama-sama ada membuat dan
menandatangani surat mengatas-namakan Aliansi Masyarakat Pemerhati
Demokrasi Kota Probolinggo nomor  019/aliansi/X/2014 tanggal 28
Oktober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus
indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota
Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Surat tersebut dibuat dirumah terdakwa Il di JI Cempaka No 42,
Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo,

Bahwa dalam surat tersebut terdakwa | dan terdakwa Il menyebutkan HM
Buchori, SH M Si mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam korupsi Dana
Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dimana kasusnya dalam proses
penyidikan Kejaksaan Agung Rl dan HM Buchori, SH M Si lelah berstatus
sebagal tersangka,

Bahwa surat terdakwa | dan terdakwa Il yang mengatas-namakan Aliansi
Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor
019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 telah diterima Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 2014 dan
telah mendapat disposisi dari Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan tanggal
31 Oktober 2014,

Bahwa saksi Wahono Arifin selaku sekretaris pada Inspektoral Kota Probolinggo
pada tanggal 3 Nopember 2014 menerima surat dari Kantor Sekretanat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor  332/734/Puspen 3,

1esia

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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perlha! laporan situasi dan kondis;

Penanganan kasug korupsi di Kota

probolinggo Derkut hasil faksimili  gyra Aliansi Masyarakat Pemerhati

pemokrasi Kota Probolinggo nomor  o1g/aansix/2014 tanggal 28

oktober 2014, perihal |aporan Situasi dan kondisi penanganan kasus
indikas! korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran data korupsi di Kota
probolinggo yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, '
Bahwa selanjutnya saksi Wahong sebagal sekretaris pada Inspektorat Kota
Probolinggo meneruskan surat dari Kementerian Dalam Negeri beserta surat dari
terdakwa | dan terdakwa Il ke Walikota Probolinggo untuk mendapat arahan
Selanjutnya Walikota memerintahkan untuk mengklarifikasi surat tersebut
kepada Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan hasil klarifikasi H M. Buchori,
SHM.Si selaku walikota periode 2009-2014 tidak pernah ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009,

Bahwa korban H M. Buchori, SH M Si kemudian mengetahui adanya surat dari
terdakwa | dan terdakwa Il tersebut dan pada tanggal 5 Nopember 2014 korban

HM Buchori, SH.M Si. memanggil saksi Hasanudin, SHMH ke rumahnya

Pada saat itu korban HM Buchori, SH M Si menceritakan adanya surat dari

Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan ke Inspektorat Pemerintah Kota
Probolinggo perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi di
Kota Probolinggo yang mana dalam surat tersebut menyebutkan adanya surat
dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo yang ditanda-
tangani terdakwa | dan terdakwa Il yang menyebutkan jika korban H M Buchori,
SH M Si telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus

Pendidikan Tahun 2009 Selanjutnya karena merasa namanya tercemar dengan
H M Si memerintahkan agar saksi

adanya surat tersebut korban H M. Buchon, S

Hasanudin, SH.MH. untuk melaporkan terdakwa | dan terdakwa Il dengan

pidana pencemaran nama baik,

dugaan melakukan tindak
gjelis Hakim akan mempertimbangkan

Menimbang, bahwa selanjuinya M
apakah berdasarkan fakla-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,
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‘ esia

Menimbang, bahwa terdakwa

telah  didakwa penuntut  umum  dengar
gkwaan melanggar Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kimp yang unsur
unsurnya adalah sebagai berikut
| Barang siapa,
2 Dengan Sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan #as
pembentahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorarigy
3 Menyebabkan kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung
4 Sebagal yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta rmelakukan
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unNsur-unsur
dakwaan tersebut sebagai berikut
Ad. 1 Unsur barang siapa
Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur pasal i
adalah orang perorangan (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan pertuatan
pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidanz atas perbuatznnyz

tersebut,
\ Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telzh mengapukan

\

NOWTIT”

¥t

: ,’H Buchori Muslim bin Moka selaku terdakwa | dan Bzjong Basori Bin Mupman

v

)/ selaku terdakwa || dengan semua identitas sebagaimana sural dakwaan Jang

Ly

=

dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang sizp2

telah terpenuhi;
Ad.2 Unsur dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat ,

pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang

seseorang,
Menimbang, bahwa mengenal apa yang dimaksud dengan istilan sengsja

atau kesengajaan Mr'W P J Pompe dalam bukunya Handboek van het Nederlands

Strafrecht mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teof. yatu penama
disebul teori kehendak (wistheone) dan kedua lson  pengetanuan

e) Menurut teon kehendak yang dapat diliput: kesengagjazn tu

(voorstellingstheori
hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan
itu, sedangkan menurut teon pengetahuan yang dipentingkan adaian apz y2ng .

dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan iu
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nesia

: palem 2faran hukum pidana, teori pengetahuan lsbih memuaskan karena dalam

kenendak” atau willens dengan sendirinya telah mencakup “pengetahuan’ atau
weltens mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu Dalam membuktikan adanya
kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada
lerdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahu,
menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta
keadaan yang menyertainya,
Menimbang, bahwa mengenai pengertian pembesar negeri Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas tentang itu Mengenai
pengertian ‘pembesar neger’ Majelis Hakim mengambil anonim atau padanan dari
kata "Penyelenggara Negara’ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor ,
28 Tahun 1999 lentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara
sebagaimana Pasal 1 ayat 1 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesual dengan ketentuan peraturan
J\.perundang-undangan yang berlaku Termasuk dalam Penyelenggara Negara
ff‘isebagaimana Pasal 2 adalah -
;/ 1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
Pejabat Negara pada Lembaga Tingg! Negara,
Menteri,

Gubernur,

Hakim,
Pejabat negara yang lain sesual dengan kelentuan peraturan perundang-

2B T N N

undangan yang berlaku, dan
7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini dinamakan
mengadu secara filnah Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan harus

dilakukan secara tertulis dan pelaku tindak pidana harus mengetahui benar bahwa
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ak

pa yang 18 adukan pada pembesar negeri atau penyelenggara Negara i1U tide

a s

panar dan perbuatan itu sengaja ditujukan uniuk menyerang Nama paik seseofany
Menimbang, bahwa terdakwa | adalah Kelua Dewan Pimpinan Kota Lampaga

PK LPPNRI

pemantau penyelenggara Negara Republik Indonesia atau disingkal D

Kota probolinggo sedangkan terdakwa |l adalah Ketus Lembaga Swadaya
Masyarakﬂ' Gempa Kota Prabolinggo,

Menimbang, bahwa ferdakwa | dan terdakwa |l secara parsama-sand ada
membual dan menandatangani sural mengatas-namakan Aliansi Masyarakal
pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor 019/aliansi/%12014 tanggal ./
28 Oklober 2014, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus
\ndikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan lampiran dala korupsi di Kota

probolinggo yang dilujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Surat tersebut dibuat dirumah terdakwa Il di JI Cempaka No 42
Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo,

Menimbang, bahwa dalam surat {ersebul benar terdakwa | dan

terdakwa Il menyebutkan HM Buchori, SH M 81 mantan Walikota Probolinggo

\ terlbat dalam korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009 dimana

|| kasusnya dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung RI dan HM Buchori, SHM Si

telah berstatus sebagal tersangka,

Menimbang, bahwa sural lerdakwa | dan lerdakwa Il yang mengatas-
namakan Alians| Masyarakal Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor
019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 telah diterima sekrelarial
jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 2014 dan telah
mendapat disposisi dari Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan tanggal 31
Oktober 2014,

Menimbang, bahwa saksi Wahono Arifin selaku sekrelaris pada Inspeklorat
Kota Probolinggo pada tanggal 3 Nopember 2014 menerma surat dar Kanfor :
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor
332/734/Puspen 3, perihal laporan situasi dan kondisi penanganan kasus korupsi d
Kota Probolinggo berikut hasil faksimili  Sural Aliansi Masyarakat Pemerhati

Demokrasi Kota Probolinggo nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober
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14 pennal laporan siuas: dan kondisi penanganan kasus indikas: korups ~
;‘_,wu pProbolinggo dengan lampiran data korups: di Kota Probolinggo
MerwmDang Dahwa selanyinya saks: Wahono sebaga sekretans pada
! ,wmmmmmwuawxm.mmw‘
| w‘amwmﬂldmmuuwﬁmpwrwowm
mendapat arahan Seiarptnya Wahkota memenntahkan untuk mengkianfikas: surat
prsebul kepaca Kementerian Dalam Negen Berdasarkan hasd Wanfikas: HM
Buchon sHuS«mmmmzmg-zoumwmw
MMMWMMMPWTNM
Mersmbang bahwa korban HM Buchon SHM Si kemudian mengetanus
m-mam:mmm:mutmnwmwsw
2014 korban HM Buchon SHM S memangg! saks: Hasanudn SHMH ke
nsnahnya Pada saat tu korban HM Buchon SH M S mencentakan adanya surat
mwwwmuyu\gmumznmnmm
memmmmmwwmﬁm
Wvﬂmmw=ummwmwm
vum“thdeTWmePWmmmml

| gan terdakwa Il yang menysbutkan ska korban HM  Buchon SHMS: telan
Khusus Pendidikan Tahun

surat lersebut

" perstatus tersangka dalam kasus korups: Dana Alokasi
i msmmvammumlmwm
korban HM Buchon SH M Si memenntahkan agar saks: Hasanuan SH MH  untuk
mmmmlammnwummmmmm

pencemaran Nama baik.
Menymbang wmmmmnlmmn
terhadap korban H M Buchon SH M Si pada kasus

penyebutan status tersangka
WDmmumTmmMmmmu

Kementerian Dalam Negen berasal dan ins:atf terdakwa | informas: mengena:
siatus tersangka HM Buchon SHMS: hanya cdasarkan pada keterangan
anMWMMW1MI¢LM
Pemasyarakatan Dalam hal in terdakwa | hidak permnah melinat sural penetapan
tersangka atas nama korban HM Buchon SHM S maupun meminta klanfikas

langsung ke pihak Kejaksaan Agung R
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Menimbang. bahwe dipersidangan lerdskws | can \ercans N6
menga,umn puktl berupa kiping koran Radar Brome angga § Oroie S yaG
riperitakan jka HM Buchon SHM S (menten walikois) \eiaf popepY
56030 ersangka dalam kasus Daena Alokas Khusus Perdidicar [ g 2005 .
pelal pukti Il dalam pembelaannys \erdaiwa | dan terdarws i s e et
pahwa melalul penalanan wakiu apa yang Mmerers laporvan SEEgaTES el &
i gementeriarn Dalam Neger akhinys terhunl sehags susly ketenaian Sy, g He
yang mereka adukan bukan merupakan pengaduen paisy
Menimbang, bahwa selain iy dalam pembelasnnyz tedakns | S (erdarars
|| menyatakan sebagal Lembaga Swadays Masyarakal mempunysl peran sad s

\elakukan pengawasan (fungs kontrol) memberikan saran dar perdaps v A s
m

wpadu terhadap lembaga pemenrrlzhaﬂ bak spil Thl maupun Poin  0em

udnya pemerntanan yang persin dar unsur perbusian melawal AT
iy

lerwu
gahwa dalam fungsinya tersebut seharusnya \erdakwa | dan \erdacns i

anggola Lembaga Swadaya Masyararat yang melarsanaes fungs control tersetus

‘- : P - il i
\ perhak mendapal perlindungan dan rasa aman buran diglinkan $120US0Y2 mengas

P P r el W
lersangka atau terdakwa Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraluran Pemennian

:.' Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatz Cara Peran Sera Masyarakat Dan Pemoenan

Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindzk Pidanz Konips

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan terdannz | 420 terdzewz ||

Majehs Hakim memperlimbangkan sebaga berikul
akiu tenadinya indak pidanz (fempus delicti)

Menimbang. bahwa mengenal w
1 . e 3

sangat penting oleh karena pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukium Acarz Pidan
penuntut umum hars mencamumikan lentzng

dalam surat

(KUHAP) telah mensyaratkan bahwa
tempal dan wakiu tindak pidanz yang telah ditudunkan ity o
dakwaannya dengan menentukan sualy awbal hukum berupa batzingz sz

dakwaan apabila mengenal tempat dan waklu \indak pidana tidak dicantumian &

dalam surat dakwaan yang bersangkutan,
Menimbang, bahwa kepastian penentuan wakiy tindak pdana dilaridvan

penting antara lain
a Berkenaan larangan berlaku surut aiau retroaktf suatu ketentuzn pidanz .

(Pasal 1 ayal 1 dan 2 KUHP)

Disclaimer
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pag susty peristiwa pidana urtuk menentukan usia baik dan pelaku maupun N
4an Korban ,
perkenaan dengan masalah daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana

giatur dalam Pasal 78 sampas dengan Pasal 85 KUHP)

erkonasn  0engen  ketentuan mengenai pengulangan  (recdive)

sabagamana datur Pasal 4865 sampa dengan Pasal 488 KUHP)

a Derkenaan apakah suatu tindak pdana pencunan dilakukan pada waklu
malam sebaga suatu pemberatan
Menimbang. bahwa bDerdasarkan surat dakwaan penuntul umum dugaan
indak pidena membual surat pengaduan paisu yang dilakukan terdakwa | dan
ordakw 1| dilakukan pada 23 Oklober 2014 atau setidak-tdaknya di bulan Oktober ’
2014 Berdasarkan teori hukum sebagaimana duraikan diatas maka tindak pidana
yang dilakukan harus dibatas: pada waklu sebagamana disebutkan dalam dakwaan
peruntul umum sehingga perubahan keadaan sebagamana bukli koran Radar
" promo yang diajukan dalam persidangan menjad) tidak relevan menurut hukum dan
1dak menghapus sifal melawan hukum dari perbuatan terdakwa | dan terdakwa
) .uunl terjadi setelah tindak pidana tersabut dilakukan Selan itu setelah membaca

~ dan mencermall bukli kiiping koran Radar Bromo yang diajukan terdakwa | dan

erdakwa || pernyalaan penetapan tersangka lerhadap korban HM Buchon
SHMSI didesarkan pada keterangan tersangka lan dan belum terkonfirmasi .
kebenarannya dengan pihak Kejaksaan Agung ¢ q Kejaksaan Negen Probolinggo
Bahwa dipersidangan jugas lidak dapal dibuktikan dengan suatu bukl yang otentik
mengenai status ltersangka terhadap HM Buchon SH M Si dalam kasus Dana
Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009
Menimbang. bahwa lebih lanjut Majelis Hakm sependapatl mengena: peran
%erla Lembaga Swadaya Masyaraka! sebagar kontrol bag pelaksanaan
Pemerintahan yang bersih dan korups: Namun demikian control tersebut harus
dlakukan dengan proporsional dan sesuai dengan fakia-fakia yang ada !
Seharusnya sebelum menyebutkan status tersangka kepada H M Buchori, SHM Si

——

*laku mantan Walikota Probolinggo dalam surat pengaduannya terdakwa | dan '

e

lordakwa 11 melakukan klanfikasi terlebih dahuly kepada instansi yang bef\venang |

Menelapkan ¢ q Kejaksaan Agung RI Hal in sejalan dengan ketentuan Pasal 2

[ —_— 1

Disclaimer
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(gturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menyatakan “Penyampaian -
F:j‘o,«nag saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara
t,e,.t;,lnc_;w_:;uF‘Q‘IaW"‘“:’ sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
~orma agama kesusilaan dan kesopanan” Penyebutan status tersangka kepada
i ;eorar'tg penyelenggara Negara tanpa didasarkan bukti yang kuat dalam sualu
;.engaduan seperti yang dilakukan terdakwa | dan terdakwa |l akan membawa
cerugian kepada penyelenggara Negara tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
perpendapat pembelaan dari terdakwa | dan terdakwa Il tidak beralasan hukum dan
harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena status tersangka pada HM Buchon

SHMSi dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2009

sebagaimana dalam surat pengaduan terdakwa | dan terdakwa Il tidak terbukti maka

unsur dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan

atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negen tentang seseorang telah

1

L \
-4
-
N

!

‘Ad.3 Unsur menyebabkan kehormatan atau nama baik orang itu jadi .
4 tersinggung
Menimbang, bahwa terdakwa | dan terdakwa |l telah terbukti secara bersama-

sama ada membuat dan menandatangani surat mengatas-namakan Aliansi

Masyarakat Pemerhati Demokrasi Kota Probolinggo nomor

019/aliansi/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal laporan situasi dan

kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolinggo dengan

lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Surat tersebut dibuat dirumah terdakwa ||

di JI Cempaka No 42, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota
Probolinggo Bahwa dalam surat tersebut benar terdakwa | dan terdakwa ]
Menyebutkan HM. Buchori, SH M Si mantan Walikota Probolinggo terlibat dalam
korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2008 dmana kasusnya dalam

Proses penyidikan Kejaksaan Agung Rl dan HM. Buchori SHM Si

telah berstatus
Sebagai tersangka,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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')

‘ Menimbang. bahwa oleh karena surat dan terdakwa | dan lerdakwa Il korban :
N Buchon SH M S merasa namanya tercemar dan memerintahkan agar saksi
It

i SHMH selaku kuasa hukumnya untuk melaporkan terdakwa | dan
jasd

sakwa Il dengan dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik,
(‘N\

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa | dan terdakwa |l

el anghal pahwa tyuan membuat surat pengaduan ke Menteri Dalam Negerl
i by

mata-mata untuk mencemarkan nama baik H M Buchori, SH M Si selaku mantan
\\'(! L

Walkota probolinggo Bahwa surat itu bukan ditujukan agar diketahul umum tetapi

embertanuan kepada salah satu pembesar neger untuk mendukung pengusutan
¥

pasus horupst di wilayah Kota Probolinggo sehingga salah satu unsur pencemaran

~ama baik tidak terpenuh,

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Prof Masruchin Ruba’i,

SH MS yang diambil alih sobagal pertimbangan dalam putusan ini bahwa mengenal

pengaduan fitnah seperti yang diatur Pasal 317 KUHP, dimana pelaku membual v
| mnatu surat tertulis kepada penguasa/pembesar negara yang mana isi surat tersebul

" lidak benar dan isinya mencemarkan nama baik seseorang Tidak penting surat itu

: narus diketahui umum atau orang banyak, tetapi cukup surat tersebut bersi hal yang

dak benar dan ditujukan kepada penguasa/pembasar negara,

; Menimbang. bahwa selain itu dipersidangan korban HM Buchori, SH M Si

udak terbukli telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi

Khusus Pendidikan Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim berpendapat penyebutan

slatus tersangka oleh terdakwa | dan terdakwa |l dalam surat pengaduannya kepada

Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk pencemaran nama baik kepada korban .
HM Buchori, SHMSi apalagl yang bersangkutan pernah menjabat sebagal
Walikota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapal unsur menyebabkan kehormatan atau nama baik orang itu jadi
tersinggung telah terpenuhi,

i Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam teor penyertaan yang dapal dihukum sebagai

4 orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu

o

Disclaimer
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sia
i Orang yany melakikan Orang iyt

segala unsur indak pidang

L] .
Brlindak serinan Utk riewpchan

i hral
(B] U r ‘
] y““‘] ‘lin’!HHHll ”""ﬂ‘t”kﬂ” 'Jﬂlﬂ”l '”I”Hv llilﬂl)ﬂ n f!" iak /
ll{ﬂ | ﬂl“ 2] It i ' tan ar d'
U v " v “u “V” in ’ T V u
.l“’\n“ ". lﬁ | | / In

paling sedikil dua
Surun  Jach

Yang melakukar tindak fidana  1stag

nh
dengan baniuan arang lain yang hanya merupakan alat s Meskipun

demikian & dianggap darn iRk sahiaga) OfanNg yang melakukan Nndakx

pidana. sedang orang yang disuro lidak dapat ditkium karera lidak Nagt

dipertangauny jawabikan alag Perbuataniya
3 Qrang yang ot melakukan — Dalam 1irdak pidana in pelakinya palng

sedikit harus ada dua, yailu yang melakukan dan yang tunad melakukan

3 harue melakukan perbuatan pelaksanasn

dalam unsur-unsur tindak pidana. dan keduanya mempunya kenendar

yang sama dalam melakukan tindak pidana teraehul,

\\_. Dalam tindakannya keduanysa
[
\

|
e/

oA

)

W' Menimbang, bahwa terdakwa | dan terdakwa |l \6lah 16kl secars bersarma-
sama - membuat - dan - menandalangani  sural  mengatas namakan  Alians
Masyarakal  Pemerhati  Demokras)  Kota  Probolingge  nomor
01Waliansi/X/2014 tanggal 28 Oklober 2014 perhal laporan siluas dan
kondisi penanganan kasus indikasi korupsi di Kota Probolingge dengan
lampiran data korupsi di Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Mernter
Dalam Negeri Republik Indonesia Surat tersebul dibual dirumah terdakws ||
di JI Cempaka No 42 Kelurahan Sukabumi, Kecamastan Mayangasn  Kota
Probolingge  dan  menyebutkan HM  Bucher  SHM S mantan Walikota
Prebolinggo  terlibat dalam korupsi Dana Alokas Khusus Pendidikan Tahun 2004
dimana kasusnya dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung 1 dan H M Buchor
SHM §i telah berstatus sebagal tersangka,

Menimbang, bahwa terdakwa | dan lerdakwa || menyalakan penyebutan
tersangka kepada H M Buchori, SH M Si dalam kasus korups) Dana Alokas Knusus
Pondidikan Tahun 2009 hanya didasarkan pada kelerangan tersangka lain yarig
diperoleh terdakwa | tanpa dikonfirmasikan kepada instans: yarg berwenang c q
Kejaksaan Agung Rl Berdasarkan kelerangan terdakwa |l dirinya  telah

mengingatkan terdakwa | mengenal konsekuensi penyebutan statrus lersangka
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HM Buchori. SH.M Si tetapi dijawab terdakwa | informasi yang diterimanya
pad": dipercaya Bahwa tujuan terdakwa | dan terdakwa |l membual sural
ngaduan tersebut agar Menteri Dalam Neger memberi dukungan dalam
.egakan hukum kasus korupsi di Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan korban HM
guchor SHM Si tidak terbukti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
corupsi Dan@ Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 20089,
Menimbang, bahwa darn fakta-fakta hukum diatas terbukti terdakwa | dan
erdakwa 1l mempunyai kehendak yang sama dalam membuat surat pengaduan <
iersebut dan masing-masing sadar atas konsekuensi penyebutan H.M. Buchori,
SHM Si sebagal tersangka dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan

Tehun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

perpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut

\_.‘\ umum telah terpenuhi maka terdakwa | dan terdakwa Il harus dinyatakan terbukli

,'.,;h

gy W

]sec,ara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 317 KUHP

I jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, »
Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik

alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perlanggung-jawaban

pidana dar diri terdakwa maka terdakwa | dan terdakwa Il harus dinyatakan

bersalah dan dijatuhi pidana,
Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada terdakwa |

dan lerdakwa |l tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP untuk dilakukan

penahanan maka {untutan penuntut umum agar Majelis Hakim melakukan

penahanan terhadap terdakwa | dan terdakwa Il harus ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

1 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagri nomor agenda

221 tanggal 30 Oktober 2014,
1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagri nomor

agenda : 181 tanggal 31 Oktober 2014,
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1esia

\i o |
\@ 1 (satu) bendel surat laporan sityas; dan kondisi penanganan kasus indikasi

korups! di kota Probolinggo nomor: 019/aliansix2014 tanggal 28 oktober 2014,
1 (satu) lembar tanda terima Kemendagn,
oleh karena sebagal dokumen pemeriksaan perkara maka tetap terlampir dalam
nerkas perkara
Menimbang. bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka terdakwa | dan terdakwa || masing-masing harus dibebani untuk v
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,
Menimbang. bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan
kepada din teraakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan,

Hal-hal yang memberatkan

. Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban HM Buchori, SH.M Si,
_ Khusus terdakwa | sudah pernah dihukum |

Hal-hal yang meringankan
\
\\ . para terdakwa berlaku sopan dan berterus terang,
i
!

- Para terdakwa sebagal tulang punggung keluarga,

/ - Khusus terdakwa [l belum pernah dihukum,

f
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan

kepada terdakwa | dan Il dianggap patut dan adil sesual dengan perbuatan yang

dilakukannya,
Mengingat akan ketentuan Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,

serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini,
MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa | H. Buchori Muslim Bin Moka dan terdakwa Il Bajong

Basori Bin Mujiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “mengadu secara menfitnah yang dilakukan secara

bersama-sama’

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa | dengan pidana penjara

selama 5 (lima) bulan dan terdakwa Il dengan pidana penjara selama 4 (empat)

bulan;
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an barang bukti berupa -

n atak
3 Meny
4 (satu) lembar disposisi kepala pusat penerangan kemendagn nomor

agenda 221 tanggal 30 Oktober 2014
1 (satu) lembar disposisi kepala bidang fasilitasi pengaduan Kemendagn
nomor agenda = 181 tanggal 31 Oktober 2014
1 (satu) bendel surat laporan situasi dan kondisi penanganan kasus indikasi
korupsi di kota Probolinggo nomor 019/aliansi/X/2014 tanggal 28 oktober
2014
1 (satu) lembar tanda terima Kemendagri
Terlampir dalam berkas perkara
4 Membebani terdakwa | dan terdakwa Il untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 2 000 00 (dua ribu rupiah)
Demikian diputuskan pada han Kamis langgal 12 Nopember 2015 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami .

FAHZAL HENDRI, SH.MH selaku Hakim Ketua PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH

dan ACEP SOPIAN SAURI , SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota.
putusan mana diucapkan pada har Kamis tanggal 19 Nopember 2015 dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota. dengan
didampingl olen SUBANDRIO, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadin oleh
KOESHARTANTO, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Neger!
Probolinggo dan dihadapan terdakwa | dan terdakwa Il dengan didamping!

Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota, Hakim Ketua, <
70 770
g PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH. FAHZAL HENDRI, SH.MH.
g Hakim Anggota, Panitera Pengganti
| 70 770
ACEP SOPIAN SAURI, SH.Mi'i E—;‘w"‘mzl:BANDRIO. SH. l

-

Negeri Predannsgo

EY FATHAH. SHM 1ty |
611201901031 00, |
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